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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Dan satu lagi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat 

hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia, dan inilah 

yang dikatakan dengan kehidupan bermasyarakat. Sudah selayaknya, 

manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan menolong. 

Bentuk bantuan tersebut dapat berupa bantuan ekonomi dan dukungan 

sosial, hal ini sangat menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai 

makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia 

membutuhkan interaksi dengan sesama manusia dalam hal berbagi rasa, 

bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Komunikasi membantu manusia untuk berhubungan satu sama 

lain. Hakikat dalam berkomunikasi adalah proses pernyataan antar 

manusia.
1
 Seiring dengan berjalannya waktu melahirkan beberapa 

perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia. 

Kemajuan teknologi yang ada saat ini tidak terlepas dari kehidupan 

masyarakat. Hal ini disebabkan dengan gaya hidup masyarakat serta adat 

kebiasaan yang baru. Dengan adanya pembaharuan teknologi, membuat 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menjadi jauh lebih mudah. 

Masyarakat tentu sudah tidak asing lagi mendengar dan menggunakan 

                                                           
1
 Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Bandung, Cetakan ke-28, 

PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 8 
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internet. Kehidupan masyarakat sehari-hari selalu berkaitan dengan internet, 

seolah-olah menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Internet 

memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan aktivitas di dunia 

maya. 

Kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. 

Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah 

pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam kehidupan serta mendorong 

terjadinya perubahan ekonomi, budaya, sosial, keamanan serta penegakan 

hukum.
2
 Dengan hadirnya Internet, smartphone dan komputer sangat 

membantu komunikasi antar manusia. Tidak hanya memudahkan dalam 

berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana manusia untuk melakukan 

kegiatan sosialita, berhubungan sosial, bekerja, menjalankan bisnis secara 

online. Salah satu kegiatan yang ikut berkembang seiring dengan 

kecanggihan teknologi yaitu arisan. 

Arisan merupakan salah satu perjanjian yang sering dijumpai di 

masyarakat sejak berahun-tahun yang lalu. Arisan merupakan kegiatan 

mengumpulkan uang/barang yang bernilai setara oleh sekumpulan orang 

yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh 

uang/barang tersebut, undian dilakukan secara terus menerus sampai semua 

anggota memperolehnya.
3
 Singkatnya, arisan merupakan kegiatan dimana 

sekelompok orang yang telah bersepakat untuk mengumpulkan 

                                                           
2
 Mutia Rahma Wardani ,dkk, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik 

Melalui Instagram”,  Jurnal Notarius, Volume 13 No.2, 2020, hlm. 849-852. 
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.48.   
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uang/barang, kemudian dilakukan pengundian untuk ditentukan siapa yang 

berhak untuk memperoleh uang/barang yang telah dikumpulkan 

sebelumnya.  

Kegiatan arisan bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kaum wanita. 

Saat ini, bentuk arisan sudah lebih beragam dan populer. Arisan yang 

umumnya dijumpai di masyarakat adalah arisan uang, biasanya nominal 

uang arisan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain arisan 

uang, terdapat pula arisan lainnya yaitu arisan barang, contohnya barang 

sembako, alat-alat perlengkapan rumah tangga dan barang elektronik. 

Adanya kemajuan teknologi memicu perkembangan berbagai aspek 

kehidupan, misalnya kegiatan arisan dapat berjalan walaupun dengan jarak 

yang jauh. Apabila dulu kegiatan arisan hanya dilakukan melalui pertemuan 

secara langsung, berbeda dengan zaman sekarang dimana arisan bisa 

dilakukan secara online melalui media sosial. Media sosial dijadikan sarana 

untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Inilah yang 

dimaksud dengan arisan online. Kegiatan arisan online ini terbilang sangat 

sederhana, karena aturan (rules) dapat dibuat melalui media sosial tanpa 

harus bertemu secara langsung.  

Di Indonesia, arisan online sendiri menjadi tren pada tahun 2016. 

Arisan online tidak mewajibkan adanya pertemuan secara langung dengan  

sesama anggotanya, anggota dari arisan online tersebut bisa saja tidak saling 
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mengenal satu sama lain.
4
 Arisan ini banyak ditemukan di media sosial, 

contohnya Facebook via Messenger, Instagram dan Whatsapp. Namun, 

pada saat ini Facebook dan Instagram adalah aplikasi yang banyak dipakai 

untuk melakukan kegiatan arisan online dikarenakan kedua aplikasi ini 

praktis untuk digunakan. Inilah yang menyebabkan arisan online memiliki 

daya tarik tersendiri yang membuat banyak orang berminat untuk 

mengikutinya.  

Arisan online pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, kegiatan arisan online terjadi karena 

adanya kesepakatan antara owner dan anggota arisan yang kemudian 

melahirkan suatu perikatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.
5
 Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online merupakan 

perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik.   Berdasarkan peraturan 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), yang dimana disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer 

dan/atau media elektronik lainnya.
6
 Oleh sebab itu, kegiatan arisan online 

dapat disebut sebagai transaksi elektronik. 

                                                           
4
 Hani Hariyanto, Noor Latifah & Syafiul Muzid. “CMS Salmon: Digitalisasi Sistem 

Arisan Dan Lelang Motor Online”, Prosiding  SNATIF, Vol.5 No.1, 2018, hlm.640. 
5
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

6
 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5952). 
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Mekanisme dari arisan online menggunakan pemanfaatan dari media 

sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Arisan online diawali 

dengan open regist melalui media sosial oleh owner arisan, yang biasanya 

dilengkapi dengan contact person. Selanjutnya pihak yang berminat untuk 

mengikuti arisan online menghubungi contact person yang tertera untuk 

penjelasan yang lebih detail mengenai nominal uang yang dibayarkan dan 

didapatkan dalam setiap tarikan, jangka waktu arisan, serta sanksi apabila 

pihak yang bersangkutan sudah setuju dengan rules yang ada, ingin 

mengundurkan diri dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran 

arisan.
7
 Setelah sepakat untuk mengikuti arisan, para anggotanya 

menggunakan fasilitas transfer yang terdapat pada Automated Teller 

Machine (ATM) atau m-banking untuk melakukan pembayaran uang arisan. 

Sedangkan untuk pengundian, konfirmasi pembayaran, penerimaan 

uang/barang dilakukan  melalui sarana media sosial. 

Kesepakatan dalam arisan online terjadi sejak calon anggota arisan 

sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara arisan. Jika 

anggota arisan setuju dan menyanggupi ketentuan-ketentuan yang telah 

dibuat, maka pihak penyelenggara akan memberikan nomor urut untuk 

tarikan arisan dan bertukar informasi mengenai identitas calon anggota 

melalui media sosial. Persetujuan dari pihak calon anggota arisan 

menimbulkan suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang 

harus dijalani dengan itikad baik. Hak bagi anggota arisan seperti contohnya 

                                                           
7
 Mataniari Diana Teresa Naiborhu, dkk, “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam 

Arisan Online (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.2 

No.2, 2021, hlm.54. 
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adalah menarik uang arisan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjinkan di 

awal, sedangkan kewajibannya adalah membayar uang iuran wajib arisan 

tepat pada waktunya.  

Dengan adanya sistem arisan online yang sangat fleksibel sehingga 

tidak bertemu langsung, sistem online yang memiliki kelebihan ini pasti 

memiliki kekurangan pula.
8
 Arisan online memiliki risiko yang tinggi 

terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh penyelenggara maupun 

pihak anggota arisan online. Akibat kurangnya kekuatan hukum dari sistem 

arisan online ini, menyebabkan seringnya terjadi wanprestasi.  

Akibat dari wanprestasi ini merugikan pihak-pihak yang berada dalam 

arisan online. Contoh wanprestasi yang sering ditemukan yaitu owner yang 

melarikan uang arisan maupun anggota dari arisan online yang tidak 

memenuhi kewajiban mereka untuk membayar uang arisan setelah mereka 

mendapat hak untuk menarik uang arisan. 

Salah satu contoh kasus terkait wanprestasi dalam arisan online yang 

telah memiliki kekuatan hukum yaitu terjadi pada tahun 2024 dalam putusan 

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap. Endang Erpina Sitorus (Penggugat) selaku 

owner dari arisan online dan Novalinda Manurung (Tergugat) selaku 

anggota/member dari arisan online yang diadakan oleh penggugat. 

Keduanya mengikatkan diri dalam arisan online yang terdiri dari beberapa 

orang dan bermacam-macam jenis arisan. Tergugat mengikuti beberapa 

paket arisan yang diadakan oleh penggugat. Arisan dilakukan melalui media 

                                                           
8
 Tajuddin Noor & Suhaila Zulkifli, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola 

(Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)”, Jurnal 

Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.2 No.3, 2021, hlm. 546.  
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sosial facebook massenger. Mulanya arisan tersebut berjalan sebagaimana 

mestinya, namun saat tergugat telah mendapatkan gilirannya untuk menarik 

uang arisan, tergugat tidak lagi membayar uang arisan pada paket-paket 

arisan yang diikutinya. Hal ini membuat penggugat sebagai owner arisan 

merasa dirugikan karena harus membayarkan uang arisan tergugat sampai 

selesai. Penggugat sudah berusaha berulang kali bertemu dan menelpon 

tergugat dengan itikad baik, agar tergugat segera melakukan kewajibannya 

dengan membayar uang arisan yang telah diikuti. Namun, kesabaran 

penggugat dalam menyikapi masalah ini ada batasnya dan penggugat sudah 

mengalami kerugian yang besar. Penggugat akhirnya membawa masalah ini 

ke pengadilan pada Januari 2024. 

Risiko terjadinya wanprestasi dalam arisan online sangatlah tinggi, 

dikarenakan pihak-pihak yang ada dalam arisan online tidak melakukan 

kegiatan ini secara langsung melainkan hanya melalui media sosial saja.
9
 

Para pihak yang terlibat hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain 

dengan berdasarkan perjanjian yang dibuat secara lisan dengan kata sepakat. 

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis upaya penyelesaian 

sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan online. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM 

ARISAN ONLINE MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN 

SENGKETA DAN LITIGASI”. 

                                                           
9
 Nurhadi Ahmad Juang, dkk, “Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online”, 

Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.7 No.1, 2022, hlm. 49. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aspek hukum perikatan dalam arisan online? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap 

wanprestasi dalam arisan online? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum perikatan dalam 

arisan online. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan online. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang 

diharapkan oleh penulis yaitu: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan 

hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal 
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perjanjian, agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan 

perjanjian secara online agar tehindar dari wanprestasi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam meraih 

gelar sarjana hukum, dan bagi mahasiswa supaya dapat dijadikan 

bahan referensi mengenai Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan 

Online. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun yang menjadi manfaat praktis, yaitu dengan adanya penulisan 

penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan Online 

Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Litigasi yaitu: 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan bacaan 

terkait perjanjian khusunya perjanjian dalam arisan online. 

b. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi khususnya dalam arisan 

online. 

c. Bagi Pelaku Kegiatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta 

pemahaman mengenai penulisan penelitian ini dengan tujuan 

masyarakat mendapatkan pengetahuan agar lebih berhati-hati dan 
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waspada serta mendapatkan informasi khususnya terkait dengan 

Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan Online. . 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada pembahasan terkait 

masalah dan judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup pada penelitian 

ini hanya berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam arisan online. 

Pembatasan ini bertujuan agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah 

dan mendapatkan hasil yang akurat. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan pikiran dalam penelitian, dapat 

berupa konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum yang ditemukan dan 

dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian.
10

 Adapun teori-teori 

yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Teori Kebebasan Berkontrak 

Menurut Mariam Dasrul Badrulzaman mendefinisikan bahwa 

kebebasan berkontrak sebagaimana dituangkan dalam Buku III 

KUHPerdata dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara 

embrional lahir pada zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum 

Eficuristen dan berkembang pesat pada abad ke-18 melalui pemikiran 

                                                           
10

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 

hlm.79. 
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Hugo de Groot (Grotius), Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. 

Sebagaimana puncak dari perkembangan tersebut terjadi pada periode 

setelah revolusi Perancis. Paham individualisme ini mengutamakan dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai dan eksistensi dunia ini, beserta dalam hal 

pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut paham individualisme setiap 

orang bebas untuk memperoleh apa yang dikendaki, sementara dalam 

hukum perjanjian silsilah ini diwujudkan dalam asas kebebasan 

berkontrak.
11

 

Teori kebebasan berkontak merupakan topik yang berkaitan 

dengan setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak. Teori ini 

menjadi bagian terpenting dalam kontrak, tetapi dalam 

perkembangannya mengalami pasang surut. Prinsip ini berawal dari 

abad 18 dan 19 dalam masa dimana ajaran hukum alam dan filosofi lain 

begitu dominan oleh ajaran para hakim pada masa itu. 
12

 

Teori kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan rumusan 

masalah penelitian ini yaitu mengacu pada saat timbulnya hak dan 

kewajiban. Pada arisan online seringkali kesepakatan dilakukan secara 

lisan, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis pada 

saat kapan terjadinya perjanjian dalam kegiatan arisan online jika 

dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. 

 

                                                           
11

 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif 

Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 23. 

12
 Yohanes Sagar imamora, Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di Indonesia, Labang Justitia, Surabaya, 2013, Cet. Ke-II, hlm.1. 
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2. Teori Penyelesaian Sengketa 

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan teori mengenai 

penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu diantaranya:
13

 

a. Bertanding (contending), dengan cara mencoba 

mengimplementasikan solusi yang lebih disukai oleh satu pihak atas 

pihak yang lainnya. 

b. Mengalah (yielding), mengurangi aspirasi pihak itu sendiri dan 

bersedia menyerahkan apa yang sebenarnya diinginkan. 

c. Pemecahan masalah (problem solving), mencari alternative lain 

yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

d. Menarik diri (with drawing), meninggalkan situasi yang tengah 

diperebutkan, baik secara fisik maupun psikologis. 

e. Diam (in action), yaitu tidak melakukan apa-apa. 

Adapun para antropologi hukum menyatakan pendapatnya 

mengenai cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam 

masyarakat, baik dalam masyarakat. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr 

mengemukakan 7 (tujuh)  cara penyelesaian sengketa dalam 

masyarakat, yaitu:
14

 Lumping it (membiarkan saja), Avoidance 

(mengelak), Coercion (paksaan), Negotiation (perundingan), Mediation 

(mediasi),  Arbitration (arbitrase),  Adjudication (peradilan).  

                                                           
13

 Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.4-6. 
14

 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 146-148.  
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Teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mendalami analisis 

klasifikasi terhadap konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. 

Teori ini menganalisis salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa 

serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri sengketa. 

Penulis menggunakan teori ini dengan tujuan untuk menganalisis 

penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan online yang dilalui 

dalam kasus yang tengah diteliti.   Dalam menyelesaikan suatu sengketa 

wanprestasi dalam arisan online dapat dilakukan melalui jalur litigasi 

maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui 

pengadilan dan dijatuhkan dengan putusan yang seadil-adilnya. 

Sedangkan melalui non litigasi dapat dilakukan dengan alternatif 

penyelesaian sengketa dan arbitrase.   

3. Teori Akibat Hukum 

Akibat hukum menurut Achmad Ali, merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari 

subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan 

yang dilakukan, untuk mendapatkan suatu akibat yang diharapkan oleh 

pelaku hukum.
15

 

 Menurut Jazim Hamidi, menyatakan bahwa kata dampak hukum 

atau akibat hukum mengandung arti dampak atau akibat hukum secara 

                                                           
15

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 192. 
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langsung, kuat atau eksplisit.
16

 Akibat hukum merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh peristiwa hukum, yang dapat berwujud: 

1.) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.  

2.) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum. 

3.) Sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan 

melawan hukum).
17

 

Jika berbicara tentang akibat hukum yaitu dimulai dengan adanya 

hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Peristiwa 

maupun kejadian yang dapat melahirkan akibat hukum antara pihak-

pihak yang memiliki hubungan hukum, peristiwa hukum ini berada 

dalam berbagai segi hukum, baik itu hukum publik maupun hukum 

privat. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

memberikan suatu akibat hukum kepada debitur yang tidak aktif dalam 

perjanjian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum 

untuk menganalisis akibat hukum terhadap wanprestasi dalam kasus 

yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan 

No.2/Pdt.G.S/2024/PN Rap. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan 

                                                           
16

 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum 

Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Kenegaraan RI, Konstitusi Press & Citra 

Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200. 
17  R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295. 
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tujuan menjawab isu hukum yang dihadapi.
18

 Metode penelitian yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti 

permasalahan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu dengan 

melakukan pendekatan dengan bahan hukum pokok mengkaji konsep, 

teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang 

digunakan hanya mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder.
19

 

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan cara 

menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan wanprestasi dalam arisan online. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan 

(Statute Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach) dan 

Pendekatan Kasus (Case Approach) sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan 

(Statute Approach) yang dilakukan dengan cara mengkaji semua 

                                                           
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 

35.  
19

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13. 
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undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

tengah diteliti.
20

 

b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical 

Approach) yang dilakukan dengan cara analisis terhadap bahan 

hukum dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh 

istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan 

secara konseptional, serta untuk mengetahui penerapannya dalam 

praktik dan putusan-putusan hukum.
21

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan analisis 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.
22

 Penelitian ini menggunakan kasus dalam 

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap. 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri 

                                                           
20

 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit., hlm.93. 
21

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, 2007, hlm.310. 
22

 Ibid, hlm. 94. 
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dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah 

dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.
23

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer 

yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6905). 

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan lanjutan dari 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan 

undang-undang, buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

                                                           
23

 Ibid, hlm. 141. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier terdiri dari perundang-undangan yang 

meliputi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kamus hukum, jurnal dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum 

primer sampai bahan hukum tersier. Penelitian terhadap bahan hukum 

tersebut melalui proses yang dilakukan dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan dan saat ini sering dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran di internet.
24

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

ialah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu 

dengan melakukan interpretasi (penafsiran) yang bersifat preskriptif dan 

sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah sama halnya 

dengan penafsiran pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, 

dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

 

                                                           
24

 Mukti Fajar & Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 158. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari pengambilan 

kesimpulan dimulai dari pembahasan mengenai permasalahan yang 

bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
25
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 Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm.10. 
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